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MOTTO 

 

 

 

                 

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”. 
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A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bā‟ B Be ب

 tā‟ T Te ت

 Sā Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 hā‟ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 khā‟ Kh ka dan ha خ 

 Dāl D De د

 Zāl Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 zā‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 Sād Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dād Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tā‟ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 zā‟ Ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ʻ koma terbalik di atas„ ع

 - Gain G غ

 - fā‟ F ف

 - Qāf Q ق
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 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - mim M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ھ

 Hamzah ʻ Apostrof ء

 - yā‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

ذيَِّح ََ  ditulis Ahmadiyyah  احَْ
C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

اعحَ ََ  ditulis jamā’ah جَ
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

حٍَُ الْْىَْٗيَِآء مشََا  ditulis karamātul-auliyā’ 
D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 
E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 
dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan yā‟ mati ditulis ai, contoh: 

ٌ نَُْ  ditulis Bainakum تيَْ
2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh: 

ه ْ٘  ditulis Qaul قَ
G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 
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 ٌْ  ditulis A’antum أأَتَُّْ

َّث ّ ؤَ ٍُ  ditulis Mu’annaś 
H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

ُ  ditulis Al-Qur’ān اىقْشُْآ

 ditulis Al-Qiyās اىقْيَِاس
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

اء ََ  ’ditulis As-samā اصََّ

َْش  ditulis Asy-syams اىَشَّ
I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 
J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

ٙ اىفْشُُض ِٗ  ditulis Żawi al-furūd رَ
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

َّح ْ وُ اىضُ ْٕ  ditulis ahl as-Sunnah  اَ

ً  ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām شيَخُْ الْصِْْلََ
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ABSTRAK 

 

Tax amnesty dipilih pemerintah sebagai solusi dalam menangani 
perekeonomian Indonesia yang melambat karena bersamaan dengan rendahnya 
pendapatan negara dari sektor pajak yang bersumber dari rendahnya kepatuhan 
wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, banyaknya harta warga negara 
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
belum dilaporkan ke Indonesia. Kebijakan tax amnesty yang diterapkan Indonesia 
pada tahun 2016 ini merupakan kebijkan tax amnesty yang kelima kalinya. Dari 
semua kebijkan tax amnesty yang telah diterapkan pemerintah, belum adanya 
pencapaian hasil tax amnesty yang sesuai dengan target pemerintah. Dari 
kegagalan pencapaian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tax amnesty 
dalam perspektif fikih siyasah. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian 
yaitu: pertama latar belakang tax amnesty dalam perspektif siyasah syari‟yah, 
kedua tax amnesty dalam perspektif kaidah siyasah,  

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber 
kepustakaan yaitu bagaimana fikih siyasah meninjau latar belakang, tujuan dan 
konten  tax amnesty dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Dalam skripsi 
ini, pendekatakan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu peneliti 
mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma hukum dan 
selanjutnya dianalisis sesuai kerangka teori yang ada. Sifat penelitian ini adalah 
deskriptif analisis yaitu memberi gambaran bagaimana kebijakan tax amnesty 
dalam perspektif fikih siyasah. 

Hasil penelitian, bahwa kebijakan tax amnesty di Indonesia sejalan dengan  
fikih siyasah syar‟iyah karena tax amnesty sebagai solusi yang mendatangkan 
kebaikan dari keadaan ekonomi Indonesia yang melambat. Begitupun dengan tax 
amnesty sesuai dengan kaidah siyasah karena mengandung kemaslahatan karena 
telah menjalankan prinsip kemaslahatan orang banyak, keadilan sosial dan 
menyedikitkan beban. 

  

Kata kunci : Tax amnesty, Siyasah syar‟iyah, Kaidah Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini diakui 

melambat. Perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dan jatuhnya 

harga komoditas perkebunan dan pertambangan di perdagangan dunia 

dianggap sebagai penyebabnya.1 Di sisi lain, program pemerintahan Joko 

Widodo-Jusuf Kalla pada periode ini menargetkan perbaikan infrastruktur 

pada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan 3T (tertinggal, terpencil, 

dan terluar). Hal ini membuat pemerintah harus lebih ekstra dalam 

pengelolaan keuangan negara. 

Pemerintah dituntut untuk lebih hati-hati memilih dan memilah 

program-program yang sifatnya mendesak dan kebutuhan rakyat yang 

tidak mungkin ditangguhkan pelaksanaannya. Sehingga kebijakan 

pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara tepat sasaran dan sesuai 

dengan target pembangunan yang diharapkan. Mengingat kebijakan fiskal 

menurut T. Gilarso adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola 

keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang 

perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja 

                                                           
1 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcxzz415-bi-

ungkap-penyebab-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-melambat-pada-2013-2016. diakses 
tanggal 15 maret 2018. 
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dan kestabilan harga.2 Artinya keuangan negara tidak hanya digunakan 

untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” 

untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, 

kestabilan, dan pemerataan pendapatan. 

Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai cara pemerintah 

dalam mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan 

pengeluaran (berupa pajak) pemerintah.3 Lahirnya Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2016 (tentang tax amnesty) merupakan suatu upaya pemerintah 

dalam mengarahkan perekonomian saat ini. Diharapkan, dengan 

dikeluarkannya kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan pendapatan 

negara tidak hanya ditahun ini namun juga di tahun-tahun selanjutnya. 

Sehingga APBN lebih sustainable, dan dapat berdampak pada perbaikan 

kesejahteraan masyarakat. 

Faktanya,  meskipun kebijakan tax amnesty telah disahkan dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (tentang tax amnesty), uji statistik 

menunjukkan bahwa program pengampunan pajak tidak berdampak 

signifikan terhadap likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah, dan investasi. 

Bahkan suku bunga yang seharusnya turun dengan adanya program ini 

malah berangsur naik.4 Pada akhir periode program tax amnesty (bulan 

                                                           
2 T. Gilarso, Pengantar Ilmu ekonomi Makro, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 

hlm.148  
3 https://id.m.wikipedia.org/kebijakan_fiskal. diakses tanggal 20 januari 2017. 
4 KRJogja.COM, “Pemerintah Bisa Langgar UU Keuangan Negara”, berita 

online hari Kamis, 06 April 2017, diakses tanggal 19 Januari 2017. 
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Maret 2017) uang yang masuk ke kas  negara tercatat Rp 145 triliun.5 

Jumlah ini hanya mampu memenuhi 14,5 %  dari target yang ditetapkan 

pemerintah.6 

Kegagalan pencapaian target pada kebijakan tax amnesty tahun  

2016 bukan pertama kali terjadi di Indonesia.7 Tercatat dalam sejarah, 

2016 adalah kelima kalinya Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesty. 

Sebelumnya, Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan tax amnesty pada 

tahun 19648, tahun 19849, tahun 200710, tahun 200911, dan tahun 201612. 

Jarak antara kelima periode tax amnesty yang relatif singkat diduga 

menjadi salah satu penyebab gagalnya  tax amnesty yang menimbulkan 

efek negatif bagi keberlangsungan pajak di Indonesia.13 

Dari kegagalan tax amnesty di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

tax amnesty  dari sudut pandang hukum Islam yang lebih khususnya fikih 

                                                           
5 CNN Indonesia, “Bulan terakhir tax amnesty, tak satupun target yang 

tercapai”, berita online hari Rabu 1 Maret 2017, http//m.cnnindonesia.com, diakses 
tanggal 22 Januari 2018. 

6 Ibid.  
7http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-

indonesia.html?m=1,diakses tanggal 27 Maret 2018. 
8 Melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang pengampunan 

pajak. 
9 Melalui Penetapan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1984 tenMelalui penetaptang 

pengampunan pajak. 
10 Termaktub di dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007 

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

11 Program ini lebih dikenal dengan sebutan Sunset Policy dan terdapat pada 
pasal  37 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Penerapan  Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. 

12 Setelah di Undangkannya Undang-Undang yang secara khusus mengatur 
pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan 
pajak yang lebih dikenal dengan tax amnesty.  

13 Bintoro Wardiyanto, “Kebijakan Pengampunan Pajak (tax Amnesty) Perspekif 
Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Menadsarkan Undang-Undang No. 28 tahun 
2007, Jurnal Universitas Airlangga No. 4, Vol 21, Oktober 2008, 330. 
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siyasah. Apakah tax amnesty yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan 

kaidah-kaidah siyasah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana latar belakang lahirnya tax amnesty di Indonesia dalam 

perspektif siyasah syar‟iyah ? 

2. Bagaimana tax amnesty di Indonesia menurut kaidah siyasah syar‟iyah 

? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk menganalisis latar belakang tax amnesty dalam perspektif 

siyasah syar‟iyah. 

2. Untuk menganalisis apakah tax amnesty sejalan dengan kaidah siyasah 

syar‟iyah. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang 

konsepsi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 

(tentang tax amnesty). 
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2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

mengkaji tentang praktek tax amnesty di Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelitian dan penelaahan pustaka yang peneliti  

lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, ada beberapa penelitian yang 

membahas tax amnesty yaitu : 

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Asas Keadilan dalam Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) Oleh 

Pemerintah Republik Indonesia” yang ditulis oleh Akhmad Ghozali. 

Dalam skripsi Akhmad Ghozali, yang menjadi pokok permasalahannya 

adalah apakah implementasi tax amnesty di Indonesia sesuai dengan asas 

keadilan dalam hukum Islam. Kemudian Akhmad Ghozali menyimpulkan 

bahwa tax amnesty diperbolehkan oleh hukum Islam karena tidak 

melanggar aturan-aturan syar‟i dengan tujuan terpeliharanya asas keadilan 

dan kemaslahatan pada semua aspek.14 

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengampunan pajak (tax amnesty) 

dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah” yang ditulis oleh Imron mahasiswa 

Siyasah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

                                                           
14 Akhmad Ghozali, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Keadilan dalam 

Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogakarta, 2017). 
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Kalijaga Yogyakarta.15 Dalam skripsi ini, tema yang diangkat sama yaitu 

tentang tax amnesty (pengampunan pajak), namun teori yang digunakan 

berbeda yaitu Siyasah Syar‟iyyah, dimana Siyasah Syar‟iyyah ini 

membahas tentang Hukum Tata Negara Islam secara Umum. Berbeda 

dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pengampunan pajak dilihat dari kebijakan publik 

dalam hukum islam. 

Ketiga, tesis yang berjudul “Pengampunan pajak di Indonesia 

prespektif  hukum Islam (Study Telaah Yuridis dan Filosofis)” yang ditulis 

oleh Umi Cholifah mahasiswa pasca sarjana, Program Studi Hukum Islam 

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, dalam skripsinya dijelaskan bahwa pengampunan pajak ditinjau 

dari dua prespektif yaitu perundang-undangan di Indonesia dan menurut 

Hukum Islam. Dari hasil penellitian tersebut, pengampunan pajak secara 

perundang-undangan sah dan memiliki legalitas yang kuat, salah satunya 

tercantum dalam UU pasal 23 A, sedangkan menurut Hukum Islam di 

Indonesia, pengampunan pajak merupakan hal yang diperbolehkan hanya 

saja subjeknya yang berbeda, dimana tax amnesty diperbolehkan terhadap 

orang-orang yang tidak mampu ataupun orang yang telah memiliki beban 

pungutan lainnya. Dalam penelitian yang saya lakukan terdapat kesamaan 

pada tinjauan hukum Islam, namun peneliti lebih memfokuskan pada salah 

                                                           
15 Umi Cholifah, “ Pengampunan Pajak di Indonesia Prespektif Hukum Islam 

”(Study Telaah Yuridis dan Filosofis) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2017). 
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satu teori Hukum Islam yaitu kebijkan publik dalam hukum Islam, dimana 

teori tersebut fokus membahaas tentang kebijakan tax amnesty bukan 

implementasinya. 

Keempat, tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan tax Amnesty 

dalam Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus di KPP Pratama Langsa)” 

yang ditulis oleh Maulina Ulfanur mahasiswa pasca sarjana, Program 

Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam 

tesis yang ditulisnya menitikberatkan pada manajemen pelaksanaan tax 

amnesty sehingga memiliki dampak ekonomi Islam di Indonesia. Menurut 

Maulina tax amnesty sesuai dengan prinsip Islam karena sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam, dimana dalam kegiatan tersebut berdasar pada 

hukum dasar bermuamalah yaitu mubah (boleh), pelaksanaan tax amnesty 

mengandung unsur memperingan dan mempermudah bukan untuk 

memperberat dan mempersulit, dan kemaslahatan umat. 

Kelima, skripsi yang berjudul “Pengampunan Pajak (tax amnesty) 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif” yang ditulis oleh 

Syamsudin Kholid mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.16 Tax 

Amnesty dalam hukum Islam menurutnya diperbolehkan karena hal ini 

mengingat bahwa dosa selain syirik dapat diampuni, sedangkan menurut 

Hukum Positif merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas sesuai 

                                                           
16 Syamsudin Kholid, “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Postif ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten, 2017) 
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dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 

Pajak. 

Keenam Artikel yang ditulis oleh Ragimun dalam “Analisis 

Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia”.17 Ragimun 

mengungkapkan bahwa kebijakan tax amnesty yang ada di Indonesia 

belum berhasil dan masih kurang efektif . Hal ini disebabkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang merupakan obyek dalam program tax amnesty 

ini mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah pajak yang diterima. 

Ketujuh skripsi yang ditulis oleh Slamet Riadi yang berjudul “ 

sunset policy (penghapusan pajak) perspektif Hukum Islam”.18 Dalam 

penelitiannya hanya mengkaji tentang bagaimana peraturan pajak 

penghasilan dalam sunset policy dan dikaji dalam hukum islam. 

Delapan jurnal yang ditulis oleh Bintoro Wardiyanto yang berjudul 

“Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) perspektif kerangka kerja 

implementasi sunset policy mendasarkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007.19 Dalam penelitiannya, Bintoro Wardiyanto menjelaskan 

perbandingan aspek positif dan negatif dari pengampunan pajak. Sisi 

                                                           
17 Ragimun, “Analisis Implmentasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di 

Indonesia, Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, dalam 
http://www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 23 Januari 2017. 

18 Slamet Riadi, “sunset policy (penghapusan pajak) perspektif Hukum Islam 
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

19 Bintoro Wardiyanto, Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28. tahun 
2007, Jurnal Universitas Airlangga, No 4, Vol 1, Oktober 2008, 330. 
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positifnya, negara akan memperoleh tambahan pendapatan yang berasal 

dari uang tebusan wajib pajak, dan perusahaan-perusahaan yang wajib 

pajak juga merasa lega tanpa adanya penggelapan pajak. Sedangkan dari 

sisi negatifnya adalah ketidakadilan terhadap wajib pajak yang patuh 

ketika melihat wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak 

menikmati fasilitas pengampunan pajak, sehingga akan menimbulkan 

pemikiran wajib pajak yang patuh untuk melakukan tindakan penggelapan 

pajak serupa karena  mereka akan berfikir pemerintah akan mengeluarkan 

kebijakan yang serupa di masa yang akan datang. 

Sembilan jurnal yang ditulis oleh urip Santoso dan Justina 

setiawan.20 Dengan judul “Tax amnesty dalam pelaksanaan di beberapa 

negara: prespektif bagi pebisnis Indonesia”, penelitian tersebut membahas 

tentang pelaksanaan tax amnesty dibeberapa negara yang cukup berhasil 

dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak, sebagai contoh di Afrika 

Selatan, Irlandia dan India.  

Kesepuluh, Zainal Muttaqin dalam disertasinya yang berjudul 

“Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak dalam Rangka Meningkatkan 

Investasi di Indonesia”21 beliau mengatakan bahwa penyebab lemahnya 

asas legalitas dikarenakan peraturan yang kurang tepat. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kondisi lapangan pelaksanaan pengampunan pajak 

                                                           
20 Urip Santoso dan Justina Setiawan, Jurnal sosialhumaniora, (Universitas 

Padjajaran, Vol. 11, No.2, juli 2009). 
21 Zainal Muttaqin, Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka 

Meningkatkan Investasi Di Indonesia, Disertasi di Universitas Padjajaran, 2012. 
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tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara, 

dengan demikian peningkatan investasipun juga mengalami hal yang 

sama. Oleh karena itu Zainal lebih menekankan pada asas keadilan dengan 

maksud dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan negara. 

Penelitian yang terdahulu di atas secara singkatnya lebih fokus 

terhadap implementasi tax amnesty di Indonesia. Dari penelitian terdahulu 

belum ada yang meneliti secara khusus mengenai konsep tax amnesty di 

Indonesia dari sudut pandang teori Siyasah Syar‟iyah dan Siyasah 

Dusturiyah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. 

Berdasarkan penelitian pustaka di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat tema penelitian dengan judul “Tax Amnesty dalam 

perspektif Fikih Siyasah”. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Siyasah Syar‟iyah 

Siyasah Syar‟iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan 

pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Menurut Ahmad 

Fathi Bahansi batasannya adalah pengaturan kemaslahatan berdasarkan 

syara.22 

Sedangkan Ahmad Kallaf merumuskan Siyasah Syar‟iyyah adalah 

mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi 
                                                           

22 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 1. 
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asas kemaslahatan dan menolak bahaya agar tidak menyimpang dari 

batas-batas hukum.23 

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan umum 

dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, 

kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa Undang-undang, 

keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekuif serta masalah 

dalam negeri maupun luar negeri.24 

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang 

merumuskan siyasah syar‟iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara. Mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan  

syariat dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan 

kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik 

oleh Al-Qur‟an maupun al-sunah.25 

Dengan menganalisis defenisi-defenisi di atas, maka hakikat 

siyasah syar‟iyah yaitu:26 

a. Bahwa Siyasah syar‟iyah  berhubungan dengan pengurus dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan. 

                                                           
23 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin adnan, cet 

Ke-1 (Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm 7. 
24 Ibid. 
25Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syar’iyah waal- Fiqh al-Islami, 

(mesir:mathba‟ah Dar al-Ta‟lif,1993), hlm.10. 

26 Abdul Wahhab Khallaf, ”Politik Hukum Islam”, alih bahasa Zainudin 
adnan,cet Ke-1, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm. 7. 
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c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan. 

d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

ruh atau semangat syari‟at Islam yang universal. 

 

2. Kaidah Siyasah 

Fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang 

kekuasaan. Jika disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata 

negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum 

ekonomi. Jika dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara 

tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa 

yang konkret di dalam ruang lingkup suatu negara.27 

A Djazuli berpendapat bawah ada 12 kaidah fikih di bidang fikih 

siyasah yang dianggap penting untuk diketahui yaitu28  

a. صَيحح ٘ ط تا ى ْ ٍ  تصش ف الْ ٍا ً عو ا ىش عيح 

 “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 

kepada kemaslahatan”.29 

b. ا ىخيا حّ لْ تتجزأ 

“Pebuatan Khianat itu tidak terbagi-bagi” 

 

                                                           
27 Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147. 
28 Ibid. hlm. 147-153. 
29 Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2001), Hal.124 
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c. يخطئ في ا ىعق٘ تح ُ ِ أ  ٍ ُ يخطئ في ا ىعف٘ خيش  ا ً أ  ٍ ُ ا لإ   إ

 “Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada 

salah dalam menghukum”.30 

d. ٍح ِ ا ى٘ لْ يح ا ىعا  ٍ أ ق٘ ٙ   اىلْ٘ يح ا ىخا صح 

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) 

daripada kekuasaan yang umum” 

e. ا ً لْ يقثو في د ا س ا  صَل ً اىعز س تجحو ا لْ حن  

“Tidak diterima di negeri Muslim, pernyataan tidak tahu 

hukum” 

f. ٌ َل قح ا ىضي  ا لْ صو في ا ى

“Hukum asal dalam hubungan antarnegara adalah 

perdamaian” 

g. ثٍيع ىٌ يصح في د ا س ا  صَل ً ىٌ يصح في د ا س ا ىحش ب مو  

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri 

Islam maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi” 

h. ٌ ٍع ا ىَضي عٚ  َا يش  ٍع ا ىنا فش م عٚ   ا ىعقذ يش 

“Setiap perjanjian dengan nonmuslim harus dihormati 

seperti dihormatinya perjanjia sesama muslim” 

 

                                                           
30 Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam 

dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 
149. 
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i. َا يح  ا ىجثا يح تا ىح

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan” 

j. حة خَل فٍ ضت ِ ا  ٍ  ا ىخش ٗ ج 

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi” 

k. ٍٔا لْ يذ س ك مئ لْ يتش ك مي  

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan 

ditinggalkan seluruhnya”31 

l. ِ ٌ ٍا عيي ٖ ٗ عيي ْا  ىٌٖ ٍا ى l 

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan 

terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban 

terhadap kita” 

Namun dalam penenlitian ini penulis hanya akan fokus terhadap 

dua kaidah saja yang menurut penulis relevan dengan tax amnesty 

sebagai objek kajian penulis, yaitu : 

a. صَيحح ٘ ط تا ى ْ ٍ  تصش ف الْ ٍا ً عو ا ىش عيح 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan” 

 

 

 

                                                           
31 Ibid., hlm. 153. 
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F. Motode Penelitian 

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai 

tujuan dalam mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu 

penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, sebagai 

sumber utama berupa buku-buku, majalah, koran, jurnal maupun data 

dari internet yang dipandang relevan dengan tema penulisan. 

Jadi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan tulisan-tulisan 

mengenai tax amnesty dan kemudian di analisis menggunakan teori 

fikih syasah. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu memaparkan 

dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan 

tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian.32 

                                                           
32  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 331. 
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Jadi, seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan tentang kebijakan tax amnesty  lalu kemudian akan 

dianalisis dengan menggunakan teori fikih siyasah. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis-normaif, yaitu yuridis dengan menggunakan Undang-

undang dan normatif pada norma dan kaidah-kaidah agama dengan 

menggunakan teori Kebijakan Publik dalam Hukum Islam guna 

menganalisis tax amnesty. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur yaitu 

dengan menelaah undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan 

dengan tax amnesty serta buku-buku yang berkaitan dengan teori fikih 

siyasah. 

Data pada penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 
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Data primer dalam penelitian ini adalah buku yang membahas 

tax amnesty dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (Tax 

amnesty). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini 

berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal,majalah serta skripsi yang 

berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang (Tax amnesty) 

dan teori fikih siyasah. 

 

5. Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

analisis data deskripif  non statistik. Yaitu dengan menguraikan 

permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel, dan grafik. 

Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, 

maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara 

sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif 

dengan menggunkan teori fikih siyasah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan 

kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara 

sistematis yang terdiri dari lima bab. 
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Bab pertama yaitu pendahuluan, pada tahapan pertama ini terdiri 

dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka,kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual teori yang nantinya 

akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. 

Teori yang digunakan adalah teori fikih siyasah. 

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian yaitu tax Amnesty. Pada 

bab ini akan dijelaskan sejarah, pengertian, latar belakang, tujuan, 

kekurangan, kelebihan dan konsep tax Amnesty . 

Bab keempat membahas tentang analisis tax amnesty dengan 

menggunakan teori fikih siyasah. 

Bab kelima merupakan bab terakhir yang didalamnya terdiri dari 

kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil 

dari penelitian penulis sekaligus memberi saran terhadap permasalahan 

yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

kini penulis sampai pada kesimpulan.  Adapun poin-poin kesimpulan yang 

penulis temukan yaitu : 

1. Kebijakan tax amnesty ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian 

Indonesia yang melambat, bersamaan dengan rendahnya pendapatan 

Negara dari sektor pajak yang bersumber dari kurangnya kepatuhan 

wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, banyaknya harta warga 

negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara kesatua Republik 

Indonesia yang belum dilaporkan oleh warga negara Indonesia. 

Dalam kondisi seperti di atas maka pemerintah memberikan solusi tax 

amnesty bagi para wajib pajak yang mangkir pajak dengan tujuan 

bertambahnya pendapatan negara tanpa memberikan sanksi yang 

negaif. Maka disimpulkan bahwa latar belakang tax amnesty sejalan 

dengan prinsip siyasah syar’iyah bahwa pemerintah boleh membuat 

kebijkan baru selain undang-undang yang telah ditetapkan (undang-

undang perpajakan) asal sesuai dengan syariat-syariat Islam. 

2. Kebijkan tax amnesty juga sejalan dengan kaidah siyasah. Karena 

dalam kebijakan tax amnesty telah menjalankan nilai-nilai 

kemaslahatan, dan perlindungan.   
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B. Saran 

Sebagai saran untuk peneliti selanjutnya guna menambah referensi 

tentang tax amnesty, perlu di adakannya penelitian mengenai tax amnesty 

dalam perspektif tokoh tertentu. 
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